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ABSTRAK
Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara dan
penggerak roda birokrasi. Namun, dalam praktiknya, penggantian Sekda oleh
Kepala Daerah baru sering menimbulkan kontroversi, terutama jika dilakukan
dalam enam bulan pertama masa jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, kepala daerah baru dilarang mengganti pejabat, termasuk Sekda,
dalam waktu enam bulan sejak dilantik, kecuali dengan persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan
tersebut dari sudut pandang yuridis serta implikasinya terhadap prinsip negara
hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
pendekatan peraturan perundang- undangan dan asas- asas hukum administrasi
negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut bertujuan untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga netralitas birokrasi, serta
memastikan keberlangsungan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Akan
tetapi didalam pasal 162 ayat (3) Undang-undang Pilkada tidak ada kepastian
hukum, seharusnya peraturan tersebut berkahir pada saat penyelenggara Pemilu,
sehingga tindakan Kepala Daerah yang telah dilantik bukan lagi menjadi
kewenangan hukum dari UU Pilkada.
Kata kunci: Sekretaris Daerah, Kepala Daerah Baru, UUD 1945

ABSTRACT
The Regional Secretary (Sekda) has a strategic role in the implementation of local
government as the highest leader of the civil service and the driving force of the
bureaucracy. However, in practice, the replacement of the Sekda by a new head of
region often causes controversy, especially if it occurs within the first six months
of the term. Based on Law Number 10 of 2016, newly appointed regional heads
are prohibited from replacing officials, including the Regional Secretary, within
six months of their appointment, except with written approval from the Minister of
Home Affairs. This study aims to examine this restriction from a legal perspective
and its implications for the principle of the rule of law. The research method used
is normative juridical, with an approach based on regulations and the principles
of state administrative law. The results of the study indicate that the limitation
aims to prevent the abuse of power, maintain bureaucratic neutrality, and ensure
the continuity of a professional and accountable government. However, in Article
162 paragraph (3) of the Regional Election Law, there is a lack of legal certainty;
the regulation should end at the time of the election organizers, so the actions of
the newly appointed regional heads are no longer under the legal authority of the
Regional Election Law.
Keywords: Secretary of the Regional, New Regional Head, 1945 Constitution
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A. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kepala daerah memegang
peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus bertanggung
jawab terhadap jalannya administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Proses
pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang
dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintahan itu, dengan kata lain, arah
dan tujuan organisasi Pemerintahan Daerah ditentukan oleh kemampuan,
kompetensi, dan kapabilitas dari Kepala Daerah yang menjadi kewajiban dan
tanggungjawabnya.t

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota, bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncul fenomena di mana kepala
daerah terpilih segera melakukan penggantian terhadap pejabat struktural,
termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), tak lama setelah dilantik.

Sekretaris daerah merupakan pejabat tertinggi dalam struktur aparatur sipil
negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung
dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepala daerah. Sekretaris Daerah
mempunyai tugas, kewajiban, fungsi dan kewenangan secara kelembagaan yang
ada atau melekat pada Sekretariat Daerah (Setda). Dengan demikian, Sekda
mempunyai peran strategis dalam menjalankan roda aparatur sipil negara pada
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota, disamping sebagai karier
tertinggi dalam jabatan puncak eksekutif (top executive) pada pemerintahan
daerah.? Tugas dan fungsi Sekda disamping sebagai unsur staf pelaksana yang
membantu dan bertanggungjawab langsung pada Gubernur atau Walikota/Bupati,

juga sebagai manajer dalam mengelola setiap kebijakan daerahnya.®

1], Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku
Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.235.

2 llyas, Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah dalam Mengakselerasi Reformasi
Birokrasi, Kalabbirang Law Journal, VVol.2, No.2 (Oktober 2020), p.164.

3 H. Hamirul, A. Masnun dan N. Elsyra, Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam
rangka mengatasi Patologi Pelayanan Publik, Jurnal Marketing, Vol.2, No.2 (2018), p.133.
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Mengingat posisinya yang strategis dan bersifat karier, pergantian sekda
oleh kepala daerah baru bukan hanya menjadi persoalan administratif, melainkan
juga menyangkut prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas pemerintahan yang
baik, netralitas ASN, dan jaminan profesionalisme birokrasi, sebagaimana
tercermin dalam ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.4

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga
stabilitas birokrasi, Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan
penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”. secara eksplisit
membatasi Kepala Daerah baru agar tidak melakukan penggantian pejabat
struktural, termasuk Sekda, dalam jangka waktu enam bulan sejak pelantikan,
kecuali memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. seharusnya peraturan
tersebut berkahir pada saat penyelenggara Pemilu, sehingga tindakan Kepala
Daerah yang telah dilantik bukan lagi menjadi kewenangan hukum dari Undang-
Undang Pilkada.

Seperti yang dialami oleh walikota Kota Semarang yang tidak bisa
mengganti sekda yang sudah habis masa jabatannya®, hal menunjukkan
pentingnya kajian lebih lanjut terhadap dasar dan urgensi pembatasan tersebut
dalam konteks hukum tata negara.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkaji. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum vyuridis normatif dengan latar belakang di diatas, maka
perntanyaan- pertanyaan yang perlu dikaji adalah :

1. Bagaimana pembatasan kewenangan Kepala Daerah baru dalam mengganti
Sekretaris Daerah secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016?

2. Apa dasar konstitusional pembatasan tersebut jika ditinjau dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

5> Kabar Berita Jurnal terkini, Masa Jabatan Pj Sekda Kota Semarang Berakhir, Wali Kota
Siapkan Pengganti Sementara, diakses dari https://jurnalterkini.id/berita/62072/masa-jabatan-pj-
sekda-kota-semarang-berakhir-wali-kota-siapkan-pengganti-sementara/, diakses pada 2 Juli 2025,
jam 10.15 WIB.
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B. PEMBAHASAN
1. Kepala Daerah Baru Mengganti Sekretaris Daerah Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Negara Hukum kesejahteraan, sering disebut Negara hukum materil pada
dasarnya merupakan Negara berdasarkan norma, dimana Pemerintah tidak hanya
bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Kketertiban dan ketenteraman
masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam terhadap seluruh aspek
kehidupan dan kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan materil dan kebutuhan in
materil. Pemerintah berdasar konstitusi, hukum tertulis dan norma lainnya
bertanggung jawab terhadap stabilisasi, alokasi dan distribusi kebuthan
masyarakat dari hulu sampai ke hilir (from the cradle to grave).®

Dalam konsep otonomi daerah saat ini, kepemimpinan Kepala Daerah
sangat penting di dalam kedudukan dan perannya, baik sebagai pemimpin
organisasi pemerintahan yang mengayomi,melindungi dan melayani masyarakat,
maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan. Dalam memutar
roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,
serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan
didaerah, Kepala Daerah terus diperhadapkan pada pelbagai tuntutan dan
tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspons dan
diantisipasi, sehingga perlu menciptakan birokrasi yang efektif melalui
pengangkatan dan pemutasian penjabat yang tepat sesuai dengan kapabilitas pada
bidangnya dalam lingkup organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala Daerah
berperan begitu penting dan strategis, karena keputusannya akan menentukan
efektivitas pemerintahan.’

J. Kaloh mengemukakan bahwa Efektivitas pemerintahan negara tergantung
pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan
kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.
Ketidakmampuan kepala daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah,
berimplikasi pada rendahnya atau berkurangnya kinerja dan efektivitas

penyelenggaraan pembangunan.

® Riani Bakri dan Muktir Jeddawi, Kedudukan Hukum dan Kewenangan Penjabat Kepala
Daerah, Jurnal Pallangga Praja, Vol.6, No.1 (April 2024), p.4.

" Dio Ekie Ramanda, Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah,
Jurnal JISIP, Vol.6, No.3 (Juli 2022), p.5.



Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam wujud konkrit lembaga pelaksana
kebijakan daerah disebut dengan organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Kepala
Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut
dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut dengan Walikota. Kepala
Daerah bertugas memastikan pelayanan pemerintahan berjalan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah
dan DPRD yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah. Salah satu komponen lembaga atau perangkat
daerah yang bersifat sentral dan strategis yang membantu Kepala Daerah ketika
melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu Sekretariat Daerah yang dipimpin
olen Sekretraris Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staff yang
mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan badan daerah.®

secara teotitis Sekretaris Daerah ditonjolkan hanya sebagai pembantu
Kepala Daerah yang secara kelembagaan Perangkat Daerah melekat tugas utama
yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Tidak adanya pengaturan secara tegas
bahwa Sekretaris Daerah selain mempunyai tugas juga diberikan kewenangan,
namun apabila ditafsirkan menggunakan teori penafsiran yang oleh Jimly
Asshiddigie® menggunakan istilah teori penafsiran, penafsiran disini adalah
penasfsiran gramatikal atau interpretasi bahasa.°

Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa memiliki arti bahwa
peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan atau menekankan
pada makna kata-kata atau teks tertulis yang didalamnya kaidah hukum
dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut
pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau
sudah dianggap baku.

8 Riyan Ripaldi dan Ridham Priskap, Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,
Journal Of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (2023), p.4.

® Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, p.132.

10 Sirajuddin dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016,
p.359.
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Penafsiran secara gramatikal ditujukan menenekankan bahwa dalam
pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban harus bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kewenangan yang
didapatkan yang lahir dari Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan.

Berkenaan dengan itu menjadikan antara tugas dan fungsi dari Sekretaris
Daerah menjadi penting. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban
tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi
kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala
Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Camat.!

Melihat betapa pentingnya peran dan fungsi antara kepala daerah dan
sekretaris daerah, maka secara normatif Kepala Daerah memiliki kewenangan
untuk menentukan dan menetapkan pejabat struktural di lingkungan pemerintah
daerah, termasuk pengangkatan Sekretaris Daerah, demi menjamin efektivitas tata
kelola pemerintaha. akan tetapi didalam pasal 162 ayat (3) Undang- Undang
Pilkada yang menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan
melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas birokrasi dan
mencegah terjadinya politisasi aparatur sipil negara (ASN) pada masa transisi
kepemimpinan. Pembatasan tersebut juga menjadi instrumen pengawasan
terhadap kewenangan diskresioner kepala daerah, agar tetap berada dalam koridor
hukum administrasi negara. Di satu sisi, regulasi ini mencerminkan adanya prinsip
checks and balances antara pemerintah pusat dan daerah. Namun di sisi lain,
pembatasan ini menimbulkan polemik, khususnya ketika kepala daerah merasa
perlu menyusun ulang struktur birokrasi untuk menjalankan visi-misinya.
Terkadang, kebutuhan akan percepatan reformasi birokrasi di daerah bertentangan
dengan aturan normatif tersebut. Hal ini menjadi dilema tersendiri, karena kepala
daerah dituntut untuk segera menunjukkan Kinerja, tetapi terhambat oleh

pembatasan administratif yang bersifat sentralistik. Sehingga oleh karena itu,

11 Sofjan Arifin, Peran Sekretaris Daerah dalam Pembangunan Daerah, Jurnal Academica
Fisip Untad, Vol.7, No.02 (Oktober 2015), p.5.



Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

dibutuhkan mekanisme yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel dalam
pemberian persetujuan oleh Menteri. Dengan demikian, pengangkatan pejabat,
khususnya Sekretaris Daerah, dapat berjalan seiring dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik serta penghormatan terhadap norma hukum yang berlaku.

2. Dasar Konstitusional pembatasan Kepala Daerah Baru Mengganti

Sekda ditinjau dari UUD 1945

Jabatan-jabatan pemerintahan melekat fungsi-fungsi dengan hak dan
kewajiban yang bersifat tetap. Artinya, ketika jabatan-jabatan tersebut diadakan
sesuai peraturan perundang-undangan, maka pada jabatan tersebut melekat fungsi.
Namun demikian fungsi-fungsi tersebut bersifat tetap dan statis. Jabatan tidak
dapat bergerak atau bertindak sendiri tanpa pejabat (ambtdrager). Pejabatlah yang
memiliki kewajiban untuk mendinamisasi fungsi- fungsi tersebut.

Apalagi dalam Negara hukum, dimana jabatan pemerintahan sudah terbagi
habis dalam fungsi-fungsi untuk mewjudkan kesejahteraan, di mana dalam
Konstitusi Negara Kesatuan RI, UUD 1945, secara limitatif tegas, selain
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonsia juga untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Implikasi dari upaya mewujudkan tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan UUD 1945 tersebut, penulis simpulkan bahwa jabatan-jabatan
pemerintahan secara simultan harus selalu dapat berfungsi secara dinamis, bukan
dalam keadaan statis. Dalam pendekatan organ-organ pemerintahan sebagai satu
kesatuan, maka apabila terdapat jabatan pemerintahan tidak berfungsi dinamis,
maka akan memberikan pengaruh ketidakakan terpenuhinya secara akseleratif
upaya perwujudan tujuan nasional oleh masing-masing jabatan pemerintahan baik
di level nasional maupun level daerah seperti jaabatan Kepala daerah yang disebut
dalam perundang-undangan dengan sebutan jabatan Gubernur, Bupati dan
Walikota.

Dengan demikian dalam kondisi apapun dengan semangat pencapaian
tujuan nasional yang terpilar dari jabatan-jabatan pemerintahan baik secara
horizontal maupun vertikal, sesuatu jabatan haruslah selalu diisi pejabat dari

jabatan tersebut, termasuk Sekretaris Daerah.
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Secara Normative Keberadaan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
bertindak sebagai atasan sekaligus kepala pemerintah pada tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota ini memiliki kewenangan yang sama dengan menteri dan
pimpinan lembaga lain sebagaimana diatur dalan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 20
Tahun 2023 tentang ASN. Sehingga kewajiban memperoleh persetujuan dari
Menteri Dalam Negeri bagi kepala daerah untuk melakukan penggantian pejabat
di lingkungan pemerintah darerah dinilai tidak sesuai dengan norma Pasal 18 ayat
(2) dan ayat (4) UUD 1945, yang meyatakan:

“Pasal 2 (dua) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dan Pasal 4 ( empat) Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan
kota dipilih secara demokratis”.

Secara Historis, Frasa “dipilih secara demokratis” lahir dari evaluasi atas

Pilkada tidak langsung di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Frasa “dipilih
secara demokratis” merupakan jalan tengah antara perdebatan dipilih secara
langsung atau tidak langsung.*?

Ayat ini menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia baik provinsi,
kabupaten, maupun kota memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), yang dijalankan melalui prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan,
dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat,
mempercepat pembangunan, serta menyesuaikan kebijakan daerah dengan
kebutuhan dan potensi lokal secara efektif dan efisien.

Namun didalam pasal 162 ayat (3) Undang-undang Pilkda tidak ada sebuah
kepastian hukum, yang seharusnya UU Pilkada mengatur seluruh tahapan
Pemilihan Kepala Daerah yang berakhir pada saat Penyelenggara Pemilu,
sehingga tindakan Kepala Daerah yang telah dilantik bukan lagi menjadi
kewenangan hukum dari UU Pilkada, melainkan tunduk pada peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, dibutuhkan penegasan dalam regulasi agar tidak terjadi
kekaburan norma dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta untuk

menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada.

12 putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 67/PUU-X1X/2021.
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Penafsiran yang memperluas ruang lingkup UU Pilkada hingga mengatur
kewenangan administratif pasca-pelantikan justru menimbulkan ketidakjelasan
batas norma. Dalam konteks hukum tata negara, setiap pembatasan terhadap
kewenangan pejabat publik haruslah berdasarkan norma yang tegas, tidak
multitafsir, dan tidak mencampuri yurisdiksi Undang-Undang lain. Oleh karena
itu, keberlakuan Pasal 162 ayat (3) dalam pembatasan kewenangan Kepala daerah
baru untuk mengganti Sekretrais Daerah menjadi problematik ketika digunakan
sebagai dasar hukum untuk menunda atau menolak pelaksanaan kewenangan
kepala daerah dalam mengangkat atau mengganti pejabat struktural.

Terlebih lagi, keberadaan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di
Kabupaten maupun Kota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sejak
diangkat dalam jabatannya berhak untuk melaksanakan tugas Pembina terhadap
selurun Pegawai Negeri Sipil di wilayah pemerintahannya, tanpa harus
mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kewenangan sebagai
Pejabat Pembina tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C.PENUTUP

1. Pembatasan kewenangan Kepala Daerah baru dalam mengganti sekretaris
daerah secara yuridis didalam Undang-undang Pilkda. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menjaga stabilitas birokrasi dan mencegah terjadinya
politisasi aparatur sipil negara (ASN) atau agenda-agenda politik pada masa
transisi kepemimpinan.

2. Namun, ketika pengangkatan Sekretaris Daerah masih merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Pilkada, terdapa ketidakpastian hukum yang
berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan. Hal ini sangat bertentangan
dengan UUD NRI 1945, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada
kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Rekomendasi penulis Undang-Undaang Pilkada tersebut harus berkahir
pada saat penyelenggara Pemilu, sehingga tindakan Kepala Daerah yang

telah dilantik bukan lagi menjadi kewenangan hukum dari UU Pilkada
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